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PUTUSAN

Nomor 899/Pdt.G/2023/PA.Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BALAI

 

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah

menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

_,  tempat dan tanggal  lahir  Pangkalan Balai,  19 September 2000 (umur 23

tahun), agama Islam, pekerjaan Baby Sitter, pendidikan

SD,  tempat  kediaman  di  _,  Kabupaten  Banyuasin,

Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Penggugat;

melawan

_, tempat dan tanggal lahir Palembang, 15 April 1998 (umur 25 tahun), agama

Islam,  pekerjaan  Buruh  Harian  Lepas,  pendidikan

SLTA,  tempat  kediaman  di  _,  Kabupaten  Banyuasin,

Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 19 Oktober 2023

telah  mengajukan  gugatan  cerai  gugat  yang  didaftar  di  Kepaniteraan

Pengadilan  Agama Pangkalan  Balai  dengan  Nomor  899/Pdt.G/2023/PA.Pkb,

tanggal  19  Oktober  2023,  dengan  dalil-dalil  yang  pada  pokoknya  sebagai

berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah

pada  tanggal  17  November  2019,  tercatat  pada   Kantor  Urusan  Agama

Kecamatan  Banyuasin  III,  Kabupaten  Banyuasin,  Provinsi  Sumatera

Selatan, dengan kutipan akta nikah Nomor _, tanggal;  18 November 2019;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah

orang tua Penggugat, hingga kemudian berpisah;  
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3. Bahwa,  selama  pernikahan  tersebut  Penggugat  dan  Tergugat  telah

berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah   dikaruniai    1

(Satu) anak bernama;     

3.1. _,  Tempat  tanggal  lahir,  Banyuasin,  07  Agustus  2020,  yang

berumur 3 (tiga) Tahun;  

Anak tersebut dalam asuhan orang tua Tergugat; 

4. Bahwa,  Pada  mulanya  kehidupan  rumah  tangga  Penggugat  dengan

Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 (Satu) Tahun, akan

tetapi sejak Tahun 2020, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering

terjadi perselisihan dikarenakan:

4.1. Tergugat memakai narkoba dan sejenisnya;  

4.2. Tergugat  memberi  nafkah  kepada  Penggugat,  namun  tidak

mencukupi;  

4.3. Tergugat  dan Penggugat  sudah berpisah rumah selama kurang

lebih 3 (tiga) Tahun;  

5. Bahwa,  Permasalahan  mulai  terjadi  pada  tahun  2020,  pada  saat  itu

Penggugat menasehati Tergugat untuk bekerja, namun Tergugat tidak mau

dan malah pergi meninggalkan Penggugat yang sedang hamil besar;  

6. Bahwa,  Puncak  Permasalahan  terakhir  terjadi  pada  tahun  2020,

dikarenakan Tergugat ada masalah sedikit  dengan orang tua Penggugat,

sehingga  membuat  Tergugat  mengajak  Penggugat  untuk  pindah  tempat

tinggal,  namun Penggugat  tidak  mau dan  memilih  tetap  tinggal  dengan

orang tuanya;  

7. Bahwa, dari kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat

dan sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (Tiga) Tahun;  

8. Bahwa, melihat keadaan demikian. Penggugat sudah tidak sanggup lagi

mempertahankannya dan jalan terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;  

9. Bahwa, dalam Permasalahan tersebut Penggugat dan Tergugat sepakat

untuk  tidak  melanjutkan  rumah  tangga;   perceraian  sebagaimana  diatur

dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9

Tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (b);  

10. membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;  
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Berdasarkan alasan/dalil-dalil  diatas,  maka Penggugat  mohon kepada Ketua

Pengadilan Agama Pangkalan Balai  cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan

mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat;  

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (_) terhadap Penggugat

(_);  

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;  

 Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; 

Bahwa  pada  hari-hari  sidang  yang  telah  ditetapkan,  Penggugat  dan

Tergugat masing-masing datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi

Tergugat hanya hadir hingga agenda Mediasi;

Bahwa  majelis  hakim dalam persidangan  telah  berusaha  mendamaikan

Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan

rumah tangganya,  akan tetapi  tidak  berhasil.  Penggugat  dan Tergugat  telah

pula menempuh proses mediasi  dengan Hakim Azwida,  S.H.I.  sebagaimana

laporan mediator tanggal 13 November 2023, yang menyatakan bahwa mediasi

tidak berhasil;

Bahwa pada setiap tahap persidangan Majelis Hakim sudah berusaha

mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk tetap bersabar dalam membina

rumah  tangga  yang  sakinah  mawaddah  dan  warahmah, sehingga  tujuan

pernikahan dapat diwujudkan, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa  selanjutnya  pemeriksaan  perkara  dilakukan  dalam  sidang

tertutup  untuk  umum  dengan  terlebih  dahulu  dibacakan  surat  gugatan

Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir

lagi  di  persidangan  setelah  proses  mediasi,  maka  jawaban  Tergugat atas

gugatan  Penggugat tidak  dapat  didengarkan  dan  pemeriksaan  dilanjutkan

dengan pembuktian;

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatan  Penggugat  telah

mengajukan alat-alat bukti berupa:
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A.  Surat:

1. Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  nomor  _  atas  nama  Penggugat

tertanggal  24  Februari  2019  yang  dikeluarkan  oleh  Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, bukti surat

tersebut  telah  diberi  meterai  cukup,  telah  dicap  pos  dan  telah

dicocokkan  dengan  aslinya  yang  ternyata  sesuai,  lalu  oleh  Ketua

Majelis diberi tanda P.1; 

2.  Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  dari  KUA  Banyuasin  Iii  Kabupaten

Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, Nomor _ Tanggal 18 November

2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos

dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,  lalu oleh

Ketua Majelis diberi tanda P.2; 

B. Saksi:

1. _, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di

_, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, hubungan saksi dengan Penggugat sebagai Ibu Kandung

Penggugat; 

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada

tanggal  17  November  2019  di  KUA  Banyuasin  Iii  Kabupaten

Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan; 

- Bahwa,  saksi  mengetahui  setelah  menikah  Penggugat  dan

Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;

- Bahwa,  saksi  mengetahui  antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah

dikaruniai seorang anak, dan saat ini tinggal bersama Penggugat;

- Bahwa,  saksi  mengetahui  yang  menjadi  penyebab  ketidak

harmonisan  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  disebabkan

karena  Tergugat  kurang  maksimal  dalam  memberi  nafkah  pada

Penggugat;

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3

(tiga) tahun yang lalu sampai  dengan sekarang dan sudah tidak

pernah bersama lagi; 
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- Bahwa  selama  berpisah  tempat  tinggal,  antara  Penggugat  dan

Tergugat  sudah  tidak  lagi  menjalankan  kewajibannya  sebagai

suami isteri;

- Bahwa,  baik  saksi  maupun  pihak  keluarga  sudah  berusaha

merukunkan  Penggugat  dan  Tergugat  akan  tetapi  tidak  berhasil,

saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat

lagi; 

-  Bahwa,  saksi  sudah  menasihati  Penggugat  agar  tetap

mempertahankan rumah tangganya tetapi tidak berhasil; 

2. _, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di

_, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

 Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki

hubungan sebagai Tetangga Penggugat dan Tergugat; 

 Bahwa,  hubungan  Penggugat  dan  Tergugat  adalah  pasangan

suami isteri yang sah; 

 Bahwa,  Penggugat  dan  Tergugat  tinggal  bersama  di  rumah

orangtua Penggugat selama pernikahan sampai berpisah;

 Bahwa,  saksi  mengetahui  dari  perkawinan  Penggugat  dan

Tergugat  telah  dikaruniai  seorang  anak,  dan  saat  ini  tinggal

bersama Penggugat;

 Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 (tiga)

tahun  yang  lalu  sampai  dengan  sekarang  dan  selama  berpisah

antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi; 

 Bahwa,  saksi  mengetahui  perselisihan  dan  pertengkaran

Penggugat dan Tergugat disebabkan karena nafkah yang diberikan

Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga; 

 Bahwa,  pihak  keluarga  sudah  ada  upaya  mendamaikan  dan

merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;  

 Bahwa,  saksi  sudah  menasihati  Penggugat  namun  tetap  tidak

berhasil,  saksi  sudah  tidak  sanggup  menasihati  Penggugat  dan

Tergugat lagi; 
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Bahwa  selanjutnya  Penggugat  mencukupkan  alat  buktinya  dan

mengajukan  kesimpulan  secara  lisan  yang  pada  pokoknya  tetap  pada

pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan; 

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu

yang tercantum dalam berita  acara  persidangan perkara  ini  sebagai  bagian

yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, maka perkara

ini adalah mengenai sengketa perkawinan (gugatan perceraian) antara orang-

orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1)

huruf  (a)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

perubahan  kedua  dengan  Undang-Undang  Nomor   50  Tahun  2009,  maka

perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 1

Tahun  2016  Tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan,  Majelis  Hakim  telah

memberikan kesempatan kepada pihak berperkara  untuk  menempuh proses

mediasi  dengan  menetapkan  dan  menunjuk  Mediator  Azwida  S.H.I.,  dan

berdasarkan laporan dari mediator tersebut pada tanggal 13 November 2023,

yang menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil damai;

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  dalam  setiap  persidangan  telah

berusaha  maksimal  menasehati  Penggugat  dan  Tergugat  agar

mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil, maka hal ini  telah

memenuhi ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009  tetang  Peradilan  Agama  dan  ketentuan  Perma  Nomor  1  Tahun  2016

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang,  bahwa  alasan  pokok  Penggugat  mengajukan  gugatan  ini

adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun
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dan tidak harmonis karena sudah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun

secara berturut-turut tanpa alasan yang sah;

Menimbang,  bahwa terhadap dalil-dalil  gugatan tersebut  Tergugat  tidak

memberikan jawabannya karena Tergugat hadir lagi setlah proses mediasi

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  ini  termasuk  perkara  perdata

khusus  yang  tunduk  kepada  hukum  acara  yang  bersifat  khusus  pula,  maka

berdasarkan  azas  lex  specialis  derogat  legi  generalis  ketidakhadiran  Tergugat

dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki

kekuatan  pembuktian  sempurna  dan  mengikat,  melainkan  hanyalah

menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat; 

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah

mengajukan bukti  surat  dan 2 (dua)  orang saksi,  terhadap bukti-bukti  mana

Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang,  bahwa bukti  P.1  yang  berupa  Kartu  Tanda  Penduduk  a.n

Penggugat,  yang  dikeluarkan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Banyuasin,  yang

bermeterai  cukup,  cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen adalah akta

otentik karena merupakan surat yang dibuat atau dikeluarkan oleh pejabat yang

berwenang,  isi  bukti  surat  tersebut  menjelaskan  Penggugat  berdomisili  di

wilayah  Kabupaten  Banyuasin,  yang  merupakan  wilayah  hukum Pengadilan

Agama Pangkalan Balai, dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang

Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  sebagaimana  telah  diubah

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa gugatan perceraian diajukan

pada  Pengadilan  Agama  yang  meliputi  domisili  Penggugat,  sehingga

Pengadilan Agama Pangkalan Balai berwenang secara relatif memeriksa dan

mengadili  gugatan Penggugat, sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi

syarat formil dan materiil dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna

dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah),

ternyata  adalah  akta  autentik,  karena  merupakan  surat  yang  dibuat atau

dikeluarkan  oleh  pejabat  yang  berwenang,  sehingga  mempunyai  nilai

pembuktian  yang  sempurna  (volledig)  dan  mengikat  (bindende),  dengan

demikian maka terbukti  bahwa Penggugat  dan Tergugat  adalah suami  isteri
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yang telah  menikah sah,  oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (legal

standing/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Penggugat adalah

orang  dewasa  yang  memberikan  keterangan  secara  terpisah  di  bawah

sumpahnya di  muka sidang,  sehingga memenuhi  syarat  formil  sebagaimana

diatur  dalam  Pasal  171,  172  dan  175  R.Bg,  sehingga  patut  didengar

keterangannya;

Menimbang,  bahwa  kedua  saksi  pada  pokoknya  telah  menerangkan

bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun

dan harmonis sehingga mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat berpisah

tempat tinggal  lebih dari  2 (dua) tahun, pihak keluarga pun sudah berusaha

merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  perihal  dalil  Penggugat  mengenai  adanya

pertengkaran,  saksi  1  dan  saksi  2  Penggugat  tersebut  telah  memberikan

keterangan  berdasarkan  fakta  kejadian  yang  dilihat,  didengar  dan  dialami

sendiri,  bukan  cerita,  pendapat  atau  perasaan  pribadi  saksi  sehingga  telah

memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan

309 RBg karenanya patut dipertimbangkan; 

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti surat

dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim

telah dapat menemukan fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri  yang sah yang

menikah dan tercatat di  KUA Banyuasin III Kabupaten Banyuasin Provinsi

Sumatera Selatan;

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai

seorang anak, dan saat ini tinggal bersama Penggugat;

- Bahwa sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah

tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun yang lalu;

- Bahwa  selama berpisah  antara  Penggugat  dan  Tergugat  sudah tidak

menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;

- Bahwa  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  sudah  diupayakan  agar

rukun kembali sebagai suami-istri, akan tetapi tidak berhasil;
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas,

Majelis Hakim telah menentukan suatu fakta hukum yaitu:

- Antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2

(dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah

atau karena hal lain diluar kemampuannya;

- Penggugat /  Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau

lagi kembali ke rumah kediaman bersama;

Menimbang,  dalam rumah tangga  Penggugat  dan  Tergugat  telah  terjadi

ketidakharmonisan  lebih dari 2 (dua) tahun, disebabkan salah satu pihak  pergi

meninggalkan pihak lainnya dan hingga kini tidak pernah kembali bersama lagi.

Selama  berpisah,  tidak  pernah  saling  memberikan  kabar.  Penggugat  sudah

dinasehati  namun Penggugat sudah tidak mau kembali  lagi  dengan Tergugat.

Dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian tujuan

pernikahan untuk membentuk keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan

rahmah tidak dapat diwujudkan sebagaimana tujuan pernikahan yang disebutkan

pada Pasal 1 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  jo.

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang selaras dengan Q.S Ar – Ruum ayat 21:

Artinya:  “ Dan diantara tanda – tanda kekuasan-Nya ialah Dia menciptakan

untukmu istri  – istri  dari  jenismu sendiri,  supaya kamu cenderung

merasa  tenteram  kepadanya,  dan  dijadikan-Nya  diantaramu  rasa

kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar –

benar terdapat tanda – tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang,  bahwa  dengan  sikap  Penggugat  yang  tetap  pada

pendiriannya  yaitu  ingin  berpisah  hal  tersebut  menjadi  indikasi  adanya

keretakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk

memberikan  kemaslahatan  bagi  suami  maupun  istri,  tetapi  dengan  melihat

kondisi  rumah tangga Penggugat  dengan Tergugat  sebagaimana tersebut  di
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atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja

tidak  lagi  mendatangkan  kemaslahatan,  justru  akan  mendatangkan

kemadharatan bagi Penggugat dan Tergugat, dan kemadharatan tersebut harus

dihilangkan.  Hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyyah yang berbunyi: 

                                  
Artinya : Menolak  kemudharatan  (keburukan)  lebih  diutamakan  daripada

meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas,  antara Penggugat  dengan Tergugat  tidak pernah terlihat  bersama lagi,

sehingga  masing  –  masing  pihak  tidak  dapat  menjalankan  kewajibannya

sebagai suami istri, maka hal tersebut telah menunjukkan rumah tangga sudah

pecah  (broken  marriage)  sebagaimana  sejalan  dengan  Yurisprudensi

Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 24 Agustus 1999 yang

menyatakan  bahwa:  “hidup  berpisah  tidak  dalam  satu  tempat  kediaman

bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama

dengan  pihak  lain,  merupakan  fakta  yang  cukup  beralasan  sesuai  alasan

perceraian”., 

Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap

telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun  1975  jo  Pasal  116  huruf  (b)  Kompilasi  Hukum  Islam,  atau  setidak-

tidaknya  gugatan  Penggugat untuk  bercerai  dengan  Tergugat telah  memiliki

cukup alasan, maka gugatan Penggugat pada petitum primer angka (2) dapat

dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah

bergaul  sebagaimana layaknya suami istri  (ba’da dukhul)  dan belum pernah

bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi

Hukum Islam talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba’in Sughro;

Menimbang,  bahwa  gugatan  Penggugat  termasuk  dalam bidang

perkawinan,  maka berdasarkan pasal  89 ayat  (1)  Undang-undang Nomor:  7

tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya

yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 899/Pdt.G/2023/PA.Pkb

Meterai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil

syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;  

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (_) terhadap Penggugat

(_);  

3. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  ini

sejumlah Rp1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah). 

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang

dilangsungkan pada hari Senin tanggal 20 November 2023 Masehi, bertepatan

dengan  tanggal  7  Jumadil  Awwal  1445 Hijriyah,  oleh  kami  Achmad  Fikri

Oslami sebagai Ketua Majelis, Uut Muthmainah dan Fitria Saccharina Putri

masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  putusan  tersebut  diucapkan  dalam

sidang terbuka untuk  umum pada hari  itu  juga,  oleh  Ketua Majelis  tersebut

dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh  Ajeng

Puspa Rini, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh  Penggugat

diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

D.T.O

Uut Muthmainah, S.H.I. 
Hakim Anggota,

D.T.O

Nita Risnawati, S.Sy.

Hakim Anggota

D.T.O

Lia Rachmatilah, S.Sy.
Panitera Pengganti

D.T.O

Ajeng Puspa Rini, .S.H.I

Perincian Biaya:
1. PNBP:

a. Pe

ndaftaran

: Rp

: Rp

30.000,00

20.000,00
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b. Pa

nggilan

Pertama

P & T

c. Re

daksi

: Rp 10.000,00

2. Biaya

Proses

(ATK)

: Rp 100.000,00

3. Panggilan : Rp 1.000.000,00
: Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 1.170.000,00
               (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah)
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